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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  7  TAHUN  2021 

TENTANG 

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA 

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 

 

I.   UMUM 

            Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu 

pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja 

dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. 

Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 

perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi 

yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan 

pemberdayaan. 

            Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang 

mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan 

yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai 

peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi 

kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi 

sehingga perlu dilakukan perubahan. 
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            Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai: 

                    a. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; 

                    b. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah; 

                    c. penyelenggaraan Inkubasi; dan 

                    d. Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Koperasi sekunder” meliputi semua 

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi 

Primer dan/atau Koperasi Sekunder. 

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, 

Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis 

maupun berbagai jenis atau tingkatan. 

Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi sekunder dalam 

berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai 

Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun 

penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan”. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 
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Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan 

membentuk Koperasi antara lain dilakukan untuk menumbuhkan 

kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk 

berkoperasi. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara daring 

dan/atau luring dilakukan Kementerian dan/atau Dinas 

dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan ”bidang usaha inti” adalah bidang 

usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha 

diantara bidang lainnya. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Hasil penghitungan kelebihan kemampuan pelayanan 

diinformasikan kepada masyarakat bukan anggota sebagai 

peluang pelayanan untuk menarik minat masyarakat menjadi 

anggota. 

Ayat (4) 

Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota Koperasi 

dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun 

menjadi laporan keuangan integrasi Koperasi. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas  

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi unit pengumpul 

zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan 
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Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang 

terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi Unit Pengumpul 

Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan 

Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang 

terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 

Ayat (4) 

Kegiatan usaha secara elektronik antara lain penggunaan 

transaksi elektronik dalam kegiatan usaha. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi 

lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Huruf a 

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan 

ulang kredit. 
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Huruf b 

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam 

bentuk hibah sarana produksi. 

Huruf c 

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang 

disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan. 

Huruf d 

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada 

Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang 

mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau 

konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau 

tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau. 

 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak 

lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku 

usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi 

Khusus. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan 

dilakukan oleh Kementerian, kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan 

dan perikanan, Dinas, dan dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan 

perikanan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Koperasi tenaga kerja bongkar 

muat” adalah Koperasi yang bergerak di bidang jasa 

tenaga kerja bongkar muat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan 

pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan dan biaya 

penggunaan tenaga kerja bongkar muat dilakukan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan berkoordinasi 

dengan kementerian/lembaga terkait. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
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Pasal 34 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “korporasi petani model 

Koperasi” adalah kelembagaan ekonomi petani yang 

dikelola secara profesional, dengan skala usaha ekonomi 

yang berbasis industrialisasi pertanian melalui Koperasi 

primer dan/atau Koperasi sekunder antara lain 

dilakukan dengan penguatan pengelolaan Koperasi, 

perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan 

kepercayaan publik kepada surat utang Koperasi. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman 

untuk menjalankan kegiatan usaha. 

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran 

kegiatan usaha terdiri dari: 

a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum; dan 

b. perorangan. 

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun 

tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran 
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melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia. 

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau 

pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi 

secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

koordinasi penanaman modal. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Ayat (1) 

kepentingan tertentu antara lain kepentingan pelaksanaan 

survei, sebagai alat ukur untuk membandingkan pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dengan negara 

lain, serta untuk mengakomodir kepentingan sektor industri. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan ”peraturan perundang-undangan” 

antara lain peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan 
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peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “lembaga yang mengelola perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik” adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “standar nasional Indonesia dalam 

perizinan tunggal” adalah standar penerapan standar nasional 

Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Yang dimaksud dengan “sertifikasi jaminan produk halal dalam 

perizinan tunggal” adalah pernyataan halal dari pelaku usaha 

atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 



No. 6619 -12- 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Yang dimaksud dengan “nomor induk berusaha yang berlaku sebagai 

legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha” adalah jaminan 

kepastian hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki 

risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan 

dalam menjalankan kegiatan usaha. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 46 

Yang dimaksud ”pendaftaran” adalah pengajuan persyaratan 

administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Ayat (1) 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk juga Koperasi dalam 

skala Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
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Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan 

data lembaga pemberi bantuan hukum yang 

terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau 

kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Huruf a  

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan 

penjadwalan ulang kredit. 

Huruf b 

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan 

dalam bentuk hibah sarana produksi. 
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Huruf c 

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal 

disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan. 

Huruf d 

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas 

kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar 

sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami 

bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik 

sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda 

dengan harga pemanfaatan yang terjangkau. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” data antara lain 

konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi 

penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan 

disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem 

elektronik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan “sistem informasi data tunggal Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah” berupa sistem informasi yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 

penyelenggaraan data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
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tingkat kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai satu 

kesatuan dan/atau sistem informasi yang terintegrasi. 

 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penyebarluasan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

dilakukan dengan memanfaatkan sistem jaringan dan informasi 

dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur publik” 

adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik. 

Yang dimaksud dengan “pengelola infrastruktur publik” adalah 

badan usaha yang diberikan hak pengusahaan 

penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Pada kawasan ekonomi khusus, Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

sebagai pelaku usaha maupun usaha pendukung. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Ayat (1) 

Pengutamaan penggunaan hasil produksi diupayakan pula bagi 

anak perusahaan. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penyediaan laman/dashboard sistem monitoring dan evaluasi 

pengadaan barang/jasa dilakukan melalui berbagi data (sharing 

data) dengan basis data yang dikelola oleh lembaga yang 

membidangi kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

 

 



No. 6619 
-19- 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Huruf a 

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan 

iklim dan pengembangan usaha memberikan kepastian dan 

keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan 

prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, 

kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan 

kelembagaan; 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Ayat (1) 

Huruf a 

Kebijakan umum secara nasional tentang kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah melalui antara lain penumbuhan iklim usaha, 

pengembangan usaha, pembiayaan, dan penjaminan 

serta kemitraan; 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 



No. 6619 -20- 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota 

tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui antara lain 

penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, 

pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Cukup jelas. 
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Pasal 99 

Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas. 
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Pasal 111 

Cukup jelas. 

 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas. 
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Pasal 123 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

 

Pasal 127 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pemberian kemudahan, penyederhanaan impor, dan/atau 

fasilitasi ekspor dapat berupa kuota jaminan, prosedur 

kepabeanan, asistensi, dan kemudahan serta fasilitasi lain 

sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga 

nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 128 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan ”hibah” adalah bantuan dalam bentuk 

modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan ”hibah” adalah bantuan dalam bentuk 

modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus-menerus. 

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

yang dimaksud dengan ”menguatkan dan 

mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah” adalah meningkatkan kapasitas daya saing. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 133 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”peserta Inkubasi (tenant)” 

adalah pelaku usaha pemula. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

 

Pasal 137 

Ayat (1) 

Pemantauan dan evaluasi sewaktu-waktu dilakukan 

berdasarkan adanya temuan atau laporan dari masyarakat. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Alokasi anggaran DAK untuk peningkatan kapasitas 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui 

pendampingan dapat digunakan termasuk untuk alokasi 

honorarium tenaga pendamping. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

 

Pasal 143 

Cukup jelas. 




